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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin








ب Ba B b Be
ت Ta T t Te
ث ṡa Ṡ ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J J Je
ح ḥa Ḥ ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha KH kh ka dan ha
د Dal D d De
ذ Zal Z Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R r Er
ز Zai Z z Zet
س Sin S S Es
ش Syin SY sy es dan ye
xi
ص ṣad Ṣ ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad Ḍ ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa Ṭ ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ ẓa Ẓ ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ̒ ̒ apostrof terbalik
غ Gain G g Ge
ف Fa F f Ef
ق Qaf Q q Qi
ك Kaf K k Ka
ل Lam L l El
م Mim M m Em
ن Nun N n En
و Wau W w We
ه Ha H h Ha
ء Hamzah ̓ ̓ Apostrof
ى Ya Y Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda  ( ̓ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
xii
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a A
 ِا Kasrah i I
 ُا ḍammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i
 َو fatḥah dan
wau
au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan




Nama Huruf  dan
tanda
Nama
 َي… /  َا
….
Fatḥah dan alif atau
yā̓̓
ā a dan garis di
atas
xiii
ي Kasrah dan yā ī i dan garis di
atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di
atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
xiv
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( -ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan







Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (  - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
xv
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah







8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu




9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
xvii





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M : Masehi
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4





Judul : PENCABULAN ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA (Studi Hukum Islam)
Skripsi ini berjudul Pencabulan Anak dalam Perundang-Undangan di
Indonesia (Studi Hukum Islam). Beberapa sub masalah meliputi; 1) apakah faktor-
faktor penyebab terjadinya pencabulan anak. 2) bagaimana tinjauan terhadap
perundang-undangan di Indonesia tentang pencabulan anak. 3) bagaimana tinjauan
terhadap hukum Islam tentang pencabulan anak.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (library research).
Dalam metode pengumpulan, menggunakan metode kutipan langsung dan tidak
langsung. Sumber data yang digunakan bersifat primer dan bersifat sekunder,
menggunakan pendekatan syar’i dan pendekatan yuridis normatif. selanjutnya
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deduktif dan induktif.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, faktor-faktor penyebab terjadinya
pencabulan anak terdiri dari faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi,
faktor media, faktor kejiwaan atau psikologi. Dalam perundang-undangan di
Indonesia pencabulan anak masuk dalam  Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak. Sanksi bagi pelaku pencabulan terdapat pada pasal 82
yaitu; 1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah). 2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kepedidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). sedangkan dalam hukum Islam bahwasanya pencabulan digolongkan pada
perbuatan asusila dan dosa besar. ancaman bagi pelakunya adalah hukuman ta’zir
atau hukuman had. Hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta’zir diserahkan
sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Pencabulan  anak  dibawah  umur  bisa
dimasukkan  kategori jarimah takzir, karena Pencabulan anak belum pada tingkat
persetubuhan melainkan cuman merayu dan meraba dan  tidak dikategorikan
perbuatan zina melainankan dikenakan hukuman takzir.
Implikasi dari penelitian ini yaitu, 1) semoga peneliti berikutnya dapat
mengembangkan lagi mengenai pencabulan anak secara luas. 2) Penelitian ini dapat
menjadi pembelajaran bahwasanya perlunya penjagaan orang tua agar anak-anak
terhindar dari kejahatan pencabulan yang mengakibatkan anak tidak bisa meneruskan
cita-citanya karna mental dan fisiknya terganggu. 3) Hasil penelitian ini dapat
memutuskan agar kiranya keputusan yang harus dijatuhkan kepada pelaku yang
melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak harus memberikan efek jera yang
setimpal agar tidak ada lagi tindak kejahatan pencabulan anak.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan
tumbuh kembangnya manusia, hal ini merupakan persoalan yang di alami manusia
dari waktu ke waktu. Potensi kejahatan manusia berkembang seiring dengan tumbuh
kembangnya peradaban manusia itu sendiri, semakin modern peradaban manusia
semakin besar pulalah potensi kejahatan itu terjadi dalam kehidupannya, jika manusia
itu tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan
tersebut. Oleh karena itu, selalu diusahakan  berbagai upaya untuk menanggulangi
kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas
kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang
pula seiring dengan perkembangan masyarakat.1
Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitra pada diri manusia. Kejahatan bukan
pula profesi yang diusahakan manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia.
Kejahatan atau Jināyah atau disebut juga Jarīmah menurut bahasa arab adalah
perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia
karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus yaitu agama.
Sedangkan kejahatan menurut kamus hukum adalah perbutan yang dilakukan dengan
1 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu  di Indonesia (Jakarta: PT.Refika
Aditama,2002) , h. 15.
2sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan
diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.2
Nafsu seksual, biasanya hanya dapat dibahas sebagai medium ekspresi
hubungan antar manusia yang sangat pribadi sifatnya dan lebih dikenal sebagai
persoalan psiologis ataupun dorongan psikologis semata yang bersifat alamiah,
memberikan nikmat yang tertinggi yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa peduli
kedudukan sosialnya. Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual juga terkadang
dapat menjerumuskan manusia ke jurang kriminalitas seperti tindak pidana
pemerkosaan, pencabulan atau pedofilia dan tindak-tindak pidana lainnya yang terkait
dengan kesusilaan. Tindak pidana pencabulan misalnya, sebagai sebuah masalah
hingga kini masih merupakan sesuatu yang kontroversial di masyarakat. Setiap terjadi
kasus pencabulan diakui atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang
beragam, terutama terkait dengan apakah suatu tindakan itu termasuk pencabulan atau
bukan dan lebih beragam lagi ketika ditanya latar belakang tindakan tersebut. Serta
permasalahan yang terjadi dalam kasus pedofilia yang selalu dikaitkan dengan kasus
pencabulan anak yang marak terjadi di Indonesia.
Hukum Islam  mengatur  berbagai  aspek  diantaranya  dalam  bidang ibadah,
muamalah dan jinayah (pidana).3 Adapun  dalam  hal jinayah adalah aturan-aturan
mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud
maupun jarimah takzir. Pencabulan anak dibawah umur bisa dimasukkan kategori
jarimah takzir, karena hukum Islam tidak hanya memandangnya sebagai pelanggaran
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penggantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 21.
3 H. Mohammd Daud, Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 55-57.
3hak perorangan tetapi juga di pandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.4
Dalam kitab suci umat Islam, yakni Al-Qur’an, Allah swt berfirman dalam Q.S Al-
Isra’: 32 sebagai berikut;
              
Terjemahnya :
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.5
Islam mensyariatkan  adanya kehidupan  khusus  (kehidupan keluarga) dan
kehidupan umum (kehidupan sosial). Di dalam kehidupan khusus Islam
membolehkan bagi wanita menampakkan bagian anggota tubuhnya dihadapan
anggota  keluarga (muhrim).  Seorang  wanita  diwajibkan  untuk  menutup auratnya
di depan orang yang bukan  muhrimnya karena akan menimbulkan mudharat
sehingga  terjerumus  dalam  perzinahan.
Fenomena kekerasan terhadap anak telah terjadi dari jaman dahulu hingga
sekarang, namun akhir-akhir ini kekerasan seksual atau pencabulan baik yang
dilakukan anak, orang dewasa, orang tua, ataupun yang lainnya mendapatkan
perhatian khusus dari masyarakat, sebab korban dari adanya pencabulan biasanya
dibuat tidak berdaya, bahkan si anak tersebut menjadi trauma bila berjumpa dengan
orang dewasa, ini merupakan bentuk kekhawatiran keluarga yang ada dalam
membentuk anak yang lebih baik. Manusia sebagai makhluk hidup merupakan
makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah swt, Selain mempunyai
4 Neng Zubaedah, Perzinahan (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119.
5 Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h.
285.
4akal, manusia juga dilengkapi oleh nafsu. Karena itu merupakan kebutuhan yang
sifatnya naluri (fitrah).
Berikut contoh kasus yang terjadi pada selasa lalu 14 Maret 2017 yang dikutip
pada tanggal 01 Agustus 2017 dalam situs www.sulawesita.com:
Salah satu contoh kasus yang menyangkut pencabulan anak yang terjadi di
tahun 2017 yang diberitakan di Sulawesita.com, Makassar mengenai kasus
pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Jalan Bontoramba Lr. 4 No.
1 (Pondok IKA) Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamanlanrea Makassar pada
selasa lalu 14 Maret 2017. Pelaku pencabulan tersebut yakni Mustari Dg. Temba alias
Mustari (41) tahun yang sehari-harinya berprofesi sebagai buruh bangunan,
berdasarkan informasi yang dihimpun Sulawesi.com, awalnya anggota mendapatkan
informasi dari warga bahwa telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap dua anak
laki-laki di bawah umur, yaitu berinisial ID (7) tahun dan AB (9) tahun. Pelaku
melakukan aksi bejatnya di dalam kamar kostnya yang bertempat di Jalan
Bontoramba Lr. 4 No. 1 (Pondok IKA) Kelurahan Tamanlanrea, Kecamatan
Tamanlanrea Makassar. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya
yang mana pelaku dengan cara mengiming-imingkan para korban dengan uang Rp.
10.000. “Setelah para korban masuk ke dalam kamar kost, langsung kulepas
celananya tapi tidak berhasilki karena mengeluhki kesakitan sedangkan untuk korban
yang satunya lagi, pelaku cuma mengelus elus dan memeluknya serta mencium cium
muka korban berulang kali” ucap Mustari. Dan akhirnya pelaku berhasil diringkus
anggota Resmob Polsekta Tamanlanrea Makassar di pimpin oleh Panit 2 Reskrim
5Iptu Alimuddin. Akibat perbuatannya, pelaku diancam Pasal 82 ayat 1 Undang-
Undang Perlindungan Anak.6
Anak menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan
Anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia 18  (delapan  belas) tahun,  termasuk
anak  yang masih didalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi  penerus
yang akan datang. Baik  buruknya  masa  depan  bangsa  tergantung  pula  pada  baik
buruknya kondisi anak saat ini. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk
melaksanakan pembinaan dan memberikan  perlindungan  terhadap  anak,  diperlukan
dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih
mantap dan  memadai,  oleh  karena  itu  ketentuan  mengenai  penyelenggaraan
pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, kejahatan
dalam bentuk pencabulan diatur  dalam  Pasal  289  KUHP.  Pasal  ini  diatur dalam
Buku  II,  Bab  XIV tentang kejahatan terhadap Kesusilaan. Adapun  Pasal  289
KUHP menyatakan  sebagai berikut: “Barang siapa dengan  kekerasan  atau  ancaman
kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, dihukum karena  salahnya  melakukan perbuatan  melanggar  kesopanan
dengan hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan tahun”.
Pencabulan  merupakan  salah  satu  dari  kejahatan  seksual yang diakibatkan
dari  adanya  perubahan  yang  terjadi  dalam  struktur  masyarakat kita. Pencabulan
adalah  jenis  kejahatan  yang  berdampak  sangat  buruk terutama pada  korbannya,
sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia  serta  dapat  merusak
6http://www.sulawesita.com/blog/category/hukum-kriminal/, (01 Agustus 2017).
6martabat kemanusiaan, khususnya  terhadap jiwa,  akal  dan  keturunan. Kasus-kasus
tindak pidana pencabulan saat  ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban
dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.7
Sedangkan pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual
menyimpang dengan anak-anak. kata itu berasal dari bahasa yunani, paedo (anak) dan
philia (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk
bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari
tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual.
Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah
anak-anak. kriminolog Adrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua jenis yaitu:
pedofilia hormonal, yaitu merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak
lahir. Pedofilia habitual, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial
penderitanya.8
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai pencabulan
anak yang dibawah umur, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut
untuk menganalisa dan mengenal lebih mendalam terhadap Pencabulan Anak dalam
Perundang-Undangan di Indonesia Studi Hukum Islam.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat
dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut yaitu: Bagaimana Pencabulan Anak
dalam Perundang-Undangan di Indonesia Studi Hukum Islam.
7 R. Sugandhi, KUH Pidana dengan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 306
8 Febriana, Pembunuhan Penderita Pedofilia, www.orienta.co.id. Diakses pada 01 Agustus
2017.
7Dari permasalahan pokok tersebut di atas, maka dibagi beberapa sub
permasalahan:
1. Apakah Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Anak?
2. Bagaimana tinjauan terhadap Perundang-Undangan di Indonesia tentang
Pencabulan Anak?
3. Bagaimana tinjauan terhadap Hukum Islam tentang Pencabulan Anak?
C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional
Definisi Operasional dimaksud untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan
kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan di atas, maka penulis
perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Pencabulan
Anak dalam Perundang-Undangan di Indonesia Studi Hukum Islam”.
Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:
1. Pencabulan
Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik
yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan
yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat
merangsang nafsu seksual.9 Sedangkan pedofilia adalah manusia dewasa yang
memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. kata itu berasal dari
bahasa yunani, paedo (anak) dan philia (cinta).10
9 Hamzah Hasan, Kejahatan kesusilaan perspektif Hukum Pidana islam (Cet. I;  Alauddin
University Press, 2012), h. 173.
10 Febriana, Pembunuhan Penderita Pedofilia, www.orienta.co.id. Diakses pada 01 Agustus
2017.
82. Anak
Anak adalah subjek hukum dan masa depan keluarga, masyarakat dan negara
yang perlu dilindungi, dipelihara, dan ditumbuh kembangkan untuk mencapai
kesejahteraan.11 Dan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.12
3. Undang-Undang
Undang-undang adalah peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah dalam
hal ini menteri, disahkan oleh DPR, dan ditandatangani oleh presiden, kemudian
dibuatkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri (permen).13
4. Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada norma-norma agama
Islam untuk mengatur kehidupan manusia yang bermasyarakat khususnya pemeluk
agama Islam serta peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan
dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.14
Selain pengertian judul, peneliti juga memasukkn definisi operasional yang
memberikan gambaran atas setiap pengertian judul yang ada dan definisi
operasionalnya yaitu pencabulan anak dalam perundang-undangan di Indonesia (studi
hukum Islam) merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan pada anak yaitu dengan
menyentuh bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual, hal ini masuk dalam
11 W.J.S. Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 1984), h.
697.
12 Mona, Undang-Undang Perlindungan Anak, (Cet. I; Yokyakarta: Pustaka Mahardika,
2015), h. 3.
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika),
h. 1245.
14 Sudarson, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 169.
9tindak pidana yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan undang-undang
perlindungan anak.
D. Kajian Pustaka
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan
dengan skripsi ini, maka Penulis akan mengambil beberapa buku yang menjadi
rujukan utama sebagai bahan perbandingan.
Beberapa buku yang membahas terkait masalah Pencabulan Anak dalam
Perundang-Undangan di Indonesia Studi Hukum Islam dan beberapa hal yang terkait
dengan Pedofilia antara lain.
1. Karya Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, dalam
bukunya yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual”
mengemukakan bahwa perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak
dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak bebas berinteraksi dalam
kehidupan dilingkungan masyarakat.
2. Karya Syekh ‘Izzuddin Ibnu Abdis Salam dalam bukunya “Kaidah-kaidah
Hukum Islam” karya ini membahas tentang kemaslahatan sifat adil dan
konsekuensi, perbedaan dosa, peringkat pahala sampai dengan keistimewaan
barang. Karya ini menerangkan, menyuruh berbuat kemaslahatan, baik
mengenai ijabah atau taat kepadanya. Telah menghimbau menanggulangi
kemaslahatan, baik kemaksiatan atau menyalahi perintahnya, tiada lagi karena
limpahan karunianya dan kenikmatan yang tiada terhingga. Dia sendiri tiada
membutuhkan terhadap ibadah atau taat mereka. Namun dia ditunjukan apa
yang akan mengandung kemaslahatan bagi diri mereka sendiri. Tiada tindakan
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yang sia-sia perkataan, perbuatan tingkah laku yang akan mengundang celaka
dan kemudharatan, semua itu hanyalah seruang untuk menjauhinya. Dia juga
menyampaikan bahwa musuh yang paling utama iyalah syetan agar mereka
mampu memusuhi dan membenci musuhnya itu. Olehnya itu ia menetapkan
hukum sebab akibat bahwa kemaslahatan dunia akhirat itu diletakkan atas
dasar-dasar ibadah serta taat dan menjauhi kemaksiatan kepadanya.
3. Karya Moelyanto “Perbuatan Pidana” sebagaimana yang dijelaskan dalam
bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” menyamakan antara perbuatan pidana
dengan istilah inggris istilah “ Criminal Act”.15 Penyamaan ini akibat, atau
dengan lain perkataan akibat dari yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena
juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan liability atau
responsibility. Untuk adanta criminal liability (jadi untuk pidananya seseorang)
selain dari pelakunya criminal act (tindak pidana) orang juga harus mempunyai
kesalahan atau gulit.
4. Karya Kartini Kartono yang berjudul “Patologi Sosial” memaparkan tingkah
laku normal yang menyimpang normal sosial, yaitu perilaku yang normal
adalah tingkah laku yang adekuat (serasi, tepat) yang bisa diterima oleh
masyarakat pada umumnya. Tingkah laku pribadi yang normal adalah perilaku
yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat dia tinggal, sesuai
dengan norma-norma yang berlaku pada saat dan tempat itu, sehingga tercapai
relasi personal dan interpersonal yang memuaskan.16
15 Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 57.
16 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), h. 13
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5. Karya Marzuki Umar Sa’abah yang berjudul “Perilaku Seks Menyimpang dan
Seksualitas Kontemporer Umat Islam”, membahas tentang penyakit hubungan
seksual dan perilaku seks menyimpang. Di dalam buku ini menjelaskan bahwa
seksualitas abnormal yaitu satu tema dalam psikologi abnormal dan kesehatan
mental hingga sekarang belum dapat menentukan norma-norma yang sah
mengenai normalitas lawan abnormalitas.17
6. Karya H. Tirto Amidjaja dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum
Pidana”. Menurut Ezzat Abdel Fatah bahwa setiap anggota masyarakat
potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang
mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap
orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban.
7. Karya Sigmund freud menulis dalam buku berjudul “A General Introduction to
Psychoanalysis”, menyatakan bahwa naluri-naluri seksual mengejar tujuan
kebahagian dari awal sampai akhir dengan perkembangannya, sambil
mempertahankan fungsi utama tersebut tanpa perubahan. Awalnya kelompok
yang lain, yaitu naluri ego, melakukan hal yang sama, tetapi dibawah pengaruh
kebutuhan yang menjadi tuannya, dan selanjutnya, mereka segera
menggantikan prinsip kesenangan dengan modifikasinya; tugas menghindari
kepedihan bagi mereka memiliki arti penting yang hampir setara dengan tugas
untuk mencapai kesenangan.
8. Karya H. Zainuddin Ali dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”. Karnya ini
menjelaskan hukum pidana islam, asas-asas, sumber-sumber sampai dengan
konsep hukum pidana islam. Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari
17 Marzuki Umar Sa’abah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat
Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 103.
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kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak
pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf
(orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-
dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits.18 Tindakan kriminal
yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu
ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan
yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.
Adapun perbedaan utama skripsi ini adalah bahwa beberapa buku di atas tidak
menjelaskan secara spesifik bagaimana aturan tentang hukum pencabulan anak, tetapi
hanya menjelaskan tentang aturan-aturan umum. Selain itu skripsi ini juga membahas
tentang perbandingannya dalam hukum islam dan undang-undang perlindungan anak
dalam tindak kejahatan dalam perbuatan pencabulan terhadap anak.
E. Metodologi Penelitian
Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini
merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode
berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan.19
Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang
maksimal.
Adapun dalam skripsi peneliti menggunakan metode sebagai berikut:
18 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Silam dan
Kemasyarakatan, 1992), h. 86.
19 Anton Bakker, Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.10.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian pustaka (Library
research), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa
buku-buku sebagai sumber datanya.
Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan membaca, menelaah dan
menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur’an, Hadis, Kitab dan
peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian guna untuk mendapatkan
data yang dibutuhkan dalam peneitian ini.20
2. Pendekatan Penelitian
Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai
berikut:
a. Pendekatan Syar’i
Pendekatan Syari’i adalah pendekatan hukum (syari’i), yakni menjelaskan
hukum-hukum yang berhubungan dengan hukum pencabulan anak dalam analisis
perbandingan hukum islam dan undang-undang perlindungan anak.
b. Pendekatan Yuridis
Pendekatan yurdis adalah (hukum perundangan) yaitu suantu penekatan yang
menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai bahan kajian, maksunya bila ada
pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul,
maka dijadikan kajian untuk diuraikan.21
20 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.




Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke
dalam penelitian kepustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa
data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, berupa data-data yang diperoleh dari
perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat
primer ataupun yang bersifat sekunder.22
a. Sumber Primer
Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data.23
b. Sumber Sekunder
Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi
dengan cara :
a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah.
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), h.129.
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), h.
253.
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b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (Library Research),
data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan
metode sebagai berikut :
a. Deduktif, yakni menganalisis data yang menganalisis data yang bersifat umum,
untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini
hukum pencabulan anak dalam analisis perbandingan hukum islam.24
b. Induktif, yakni menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian digeneralisasikan
menjadi sebuah statement. Dalam hal ini hukum pencabulan anak dilihat dari
undang-undang perlindungan anak kemudian ditentukan analisis perbandingan
hukumnya.25
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Anak.
b. Untuk mengetahui Perundang-Undangan di Indonesia tentang Pencabulan Anak.
c. Untuk mengetahui Hukum Islam tentang Pencabulan Anak.
24 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Grafindo persada, 1999), h. 42.
25 Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rajawali




Secara teoritas penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan sumbangangsih pemikiran bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya dalam memahami tentang hukum pencabulan anak dalam hukum
islamnya..
b. Kegunaan Praktis
Secara praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu
menyelesaikan masalah kejelasan hukum pencabulan anak dalam undang-undang
perlindungan anak, yang akan membahas tentang tindak kejahatan terhadap anak
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BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP PENCABULAN ANAK
A. Pengertian Pencabulan dan Anak
1. Pengertian Pencabulan
Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik
yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang
berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang
nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina,
memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. KUHP
belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan
mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan KUHP
sudah terdapat penambahan kata “Persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul.
Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh,
karena persetubuhan berarti perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan, yang
disyaratkan maksudnya penis ke dalam liang vagina, kemudian venis mengeluarkan
sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak
memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah
keluar kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul. 1
Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang
diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman
hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan
ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang
1 Hamzah Hazan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Cet. I; Alauddin
University Press, 2012), h. 184.
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di hukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul
dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak
korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur
dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari
adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena
kehendaknya sendiri”.
Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar
KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).2
Ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjelaskan bahwa:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
2 Undang-Undang Perlindungan Anak, (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) (Yogyakarta;
Pusataka Mahardika, 2015), h. 44.
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(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).3
Perbuatan cabul menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan
keji dan kotor (seperti kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan),
perbuatan tak senonoh. Perbuatan cabul merupakan perbuatan melawan hukum dalam
arti bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat Indonesia. Dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan perbuatan cabul ini adalah segala
perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin. 4
Dari  defenisi  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  kesusilaan  adalah suatu
perbuatan yang melanggar norma keasusilaan yang kerap berhubungan dengan  nafsu
seksual,  di  dalam  kehidupan  bermasyrakat  yang  dapat menimbulkan  rusaknya
moral  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat. Dalam prakteknya kejahatan atau
pelanggaran terhadap kesusilaan ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita dewasa
bahkan telah mewabah sampai pada anak-anak di bawah umur. Dari pengertian di
atas, dapat dipahami bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan keji dan melawan
hukum yang berhubungan dengan nafsu seksual.
Sedangkan pedofilia berasal dari kata pais, paidos yang berarti anak, dan kata
Phileo, Philos yang berarti mencinta. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
pedofilia adalah suatu penyakit kejiwaan dimana seseorang mempunyai
penyimpangan seksual yakni mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak.
tindakan pedofilia dapat berupa pertama, perbuatan ekshibisionistis dengan
3 Undang-Undang Perlindungan Anak, (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun  2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ), h. 45.
4 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h.
91.
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memperlihatkan alat kelamin pada anak-anak. kedua, membelai-belai, menciumi,
mendekap, meminang, dan tindakan manipulasi tubuh anak-anak lainnya melakukan
senggama dengan anak. seorang pedofilia biasanya laki-laki berumur 35-45 tahun.
Kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan
bertingkah asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan
untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu.
2. Pengertian Anak
a. Anak
Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dalam dirinya
melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan
kebebasan. Anak  bukanlah  obyek  tindakan  kesewenangan  dari  siapapun  atau
dari  pihak manapun, oleh karena  itu  komitmen  dan  perlakuan  yang
memperhatikan perkembangan  dan  peranan  anak  sebagai  generasi  penerus
bangsa  merupakan suatu  hal yang harus  dipegang oleh pemerintah.5
b. Batasan Anak Dibawah Umur
Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu
harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-
undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang dikategorikan sebagai
anak yang antara lain sebagai berikut:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5 Gadis Arivia, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak (Jakarta: Ford
Foundation, 2005), h. 4.
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Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan sebagai anak
terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang
dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.
2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
Didalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah
seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan belum
pernah kawin. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang
dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua pulus satu tahun dan belum
pernah kawin.
3) Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak.
Pada Pasal 1 angka 3, 4 dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah
mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun dan belum pernah kawin.
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pada  Pasal  1  Ayat  (5)  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999,  anak  adalah
setiap  manusia  yang  berusia  dibawah  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum
menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut
adalah demi kepentingannya.
5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pada Pasal 330 KUH Perdata,  orang  yang  belum  dewasa  adalah  mereka  yang
belum  genap  mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan  tidak lebih dahulu
telah kawin.
6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Berdasarkan ketentuan  Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang
No. 1 Tahun 1974, batasan  untuk  disebut  anak adalah belum mencapai  umur
18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut
hukum pidana, hukum perdata dan lain sebagainya. Secara internasional definisi anak
tertuang  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai Hak Anak atau
United Nation Convetion on The Right of The Child tahun 1989, aturan Standar
Minimum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai  Pelaksanaan Peradilan  Anak
atau United  Nation  Standard  Minimum  Rules  for the Administration of Juvenile
Justice (The Beijing Rules) Tahun 1948.6
Berbagai  peraturan  yang  ada  terdapat  perbedaan  mengenai  batasan  atau
definisi usia anak, sebagai contoh :
a. Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Peradilan  Anak,
disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal adalah telah
mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.
b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.
6 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.33.
23
c. Pasal 1  butir 5 Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia, disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berada di bawah
usia  18  tahun  dan  belum  pernah  menikah  termasuk  yang  masih  berada  di
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.
Ternyata beberapa variasi mengenai usia anak. Berdasarkan beberapa
pengertian di atas maka yang akan penulis gunakan sebagai acuan mengenai
pengertian anak dan batasan  umur  anak  di  dalam  penelitian  ini  adalah  pengertian
anak yang terdapat didalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.
Anak  merupakan  amanah sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang
senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya  melekat  harkat,  martabat, dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak  asasi  anak  merupakan bagian
dari  hak asasi  manusia  yang termuat  dalam UUD 1945 dan Konvensi  PBB tentang
Hak-Hak  Anak. Dari  sisi  kehidupan berbangsa dan bernegara,  anak adalah  masa
depan  bangsa dan generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  sehingga setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak  sipil dan kebebasan.7
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup,  tumbuh,  berkembang, dan berpartisipasi,
secaraoptimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan dsikriminasi. Dengan demikian apabila ditinjau dari
berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang
yang  belum  berusia  18  tahun  dan  belum  menikah  termasuk  dalam kandungan.
7 Abu Huraerah, kekerasan Terhadap Anak (Bandung : Nuansa, 2005), h. 19.
24
B. Bentuk-bentuk kejahatan Pencabulan
1. Kejahatan Mengenai Perbuatan Menyerang kehormatan kesusilaan.
Hal ini dirumuskan dalam KUHP pasal 289 yang selengkapnya berbunyi:
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang
untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,
dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. 8
2. Perbuatan cabul Terhadap Orang Pingsan, Orang Belum Berumur Lima Belas
Tahun dan Lain-lain.
Hal ini dirumuskan dalam KUHP pasal 290 sebagai berikut:
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya
bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya
atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau
kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus
diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas
yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan
orang lain.
3. Perbuatan Cabul Sesama Kelamin (Homoseksual).
Hal ini dirumuskan dalam KUHP pasal 292 yang rumusannya sebagai berikut:
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesame
kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. 9
4. Menggerakkan Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan
Cabul.
Kejahatan ini dirumuskan dalam pasal 293, sebagai berikut:
a. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,
menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan
penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah
8 R. Sugandhi, KUH Pidana dengan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 306.
9 R. Sugandhi, KUH Pidana dengan Penjelasannya , h. 308.
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lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia,
padahal tentang belum kedewasaanya, diketahui atau selayaknya harus diduganya,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang terhadap dirinya dilakukan
kejahatan itu.
c. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-
masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.
5. Perbuatan Cabul terhadap Anak, Anak Tirinya, dan Lain Sebagainya.
Hal ini dirumuskan dalam pasal 294 yang selengkapnya sebagai berikut:
a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak
angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang
pemeliharaannya, Pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun
dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
b. Diancam dengan pidana yang sama:
1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan
adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan
atau diserahkan kepadanya.
2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara,
tempat pekerjaan negara, tempat Pendidikan, rumah sakit, rumah piatu,
rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul
dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
6. Kejahatan Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Anaknya, Anak Tirinya, Anak
Angkatnya, dan Lainnya Yang Belum Dewasa.
Hal ini dirumuskan dalam pasal 295, sebagai berikut:
a. Diancam:
1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa yang dalam hal
anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya
yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa, yang pemeliharaannya,
Pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh
pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja
menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul dengannya.
2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa yang dalam
hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam
butir I tersebut di atas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya
belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau
memudahkan dilakukan perbuatan cabul tersebut.
b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan,
maka pidana dapat ditambah sepertiga.
7. Kejahatan Menyebabkan dan Memudahkan Perbuatan Cabul.
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Hal ini dirumuskan dalam pasal 296 yang selengkapnya adalah sebagai
berikut:
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan
cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai
pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.
C. Jenis-Jenis Pencabulan
Didalam  mengklasifikasikan  pencabulan  dapat  terbagi  melalui  beberapa
macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :
1. Sadistic Rape
Pencabulan  sadistic, artinya, pada  tipe  ini  seksualitas dan  agresif  berpadu
dalam  bentuk  yang  merusak.  Pelaku  pencabulan  telah  nampak  menikmati
kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan
yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.10
2. Angea Rape
Yakni  penganiayaan  seksual  yang bercirikan  seksualitas  menjadi  sarana
untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
Disini tubuh korban seakan-akan  merupakan  objek terhadap  siapa  pelaku yang
memproyeksikan  pemecahan  atas  prustasi-prustasi,  kelemahan,  kesulitan  dan
kekecewaan hidupnya.
3. Dononation Rape
Yakni  suatu  pencabulan  yang  terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih
atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan
seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan
seksual.
10 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan) ( Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 46.
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4. Seduktive Rape
Suatu pencabulan  yang  terjadi  pada  situasi-situasi  yang  merangsang,  yang
tercipta oleh kedua belah  pihak.  Pada  mulanya  korban  memutuskan  bahwa
keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada
umumnya  mempunyai  keyakinan  membutuhkan  paksaan,  oleh  karena tanpa itu
tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. Victim Precipitatied Rape
Yakni  pencabulan yang  terjadi (berlangsung)  dengan  menempatkan  korban
sebagai pencetusnya.11
6. Exploitation Rape
Pencabulan  yang  menunjukkan  bahwa  pada  setiap  kesempatan  melakukan
hubungan  seksual  yang  diperoleh  oleh  laki-laki  dengan mengambil keuntungan
yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara  ekonomis
dan  sosial.
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak
Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak
pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui
peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan
terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak
Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis
kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan
anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan
kekerasan psikis. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur
dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara
untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang
menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.
11 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), h. 47.
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Dalam hal pencabualn terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan
beragam modus operandi sebagai berikut :
1. Modus 1
Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur
dengan cara pelaku mengajak korban ke rumahnya, setelah itu pelaku mengiming-
imingkan uang terhadap korban.
2. Modus 2
Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur
dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut bisa
membuat anak mabok atau pingsan.
3. Modus 3
Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur
dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya,
pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan
sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
Tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan
yang meresahkan anak dan mayarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik,
kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap
anak di bawah umur dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan
berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak
hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi
seorang pelaku pencabulan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan
terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :
1. Faktor Lingkungan.
Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung
terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat
terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang
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mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana
pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :
a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali
melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang
seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-
minuman beralkohol dan lain sebagainya.
b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan,
seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah
tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung
terjadinya tindak pidana pencabulan.
c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat
maupun aparat   kemananan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan
dan sering timbul kejahatan.
d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga
terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa
pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan
baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal
dan ketahui.
e. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di
lingkungan pendidikan juga harus di waspadai sebab banyak kasus pencabulan yang
dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh
kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan
mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat
mengontrol nafsu atau perilakunya.
f. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan
dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah
umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras
dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan
korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis,
tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.
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2. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam
hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan
secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan
kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya
hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya
Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai
modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga
wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :
a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai,
norma-norma, peraturan dan sebagainya.
b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari
manusia dalam masyarakat.
c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang
dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan
berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk
seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak,
semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang
mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di
Indonesia.12
Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan
zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan
usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh
kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi
dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan
12 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet; VIII, Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.
186.
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tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat
mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabualan
demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.
3. Faktor Ekonomi.
Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi
atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu
pencabualan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah
apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian,
hal tersebut dapat menganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang
tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat
melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung
di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja
yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian
dalam kehidupannya.
4. Faktor Media.
Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana
pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan
sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat
luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu
menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.
Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau
bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah
media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan
lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap
anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat
menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut
dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat,
khususnya dikalangan dewasa.
Walaupun Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut
telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi
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dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat,
pengedar dan kosumen film dan bacaan Internet merupakan suatu media ektronik
yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya
orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-
anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.
Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi
dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti
yahoo, twitter, facebook dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk
berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat
mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.
5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi.
Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana
pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan
pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri
atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit
jiwa. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat
pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu.
Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang
antara lain sebagai berikut :
a. Epilepsi. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah
diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak
mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan
dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya,
antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum..
b. Gejala Sosiopatik, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak
mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan
mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum,
karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.
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c. Schizophrenic, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam
keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan
khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.13
Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut
dengan istilah pedofilia yaitu suatu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu pedofil yang
artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada
faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
Penyebab penyakit Pedofilia ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu
kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan
tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.
13 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademi Prassindo, 1993), h. 53.
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BAB III
TINJAUAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
TENTANG PENCABULAN ANAK
A. Pengertian Perlindungan Anak
Anak merupakan generasi penerus bangsa, generasi penerus masyarakat,
bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara
mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua,
orang tua dan masyarakat. Dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia
yang berkualitas sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang tertulis
dalam pembukaan undang-undang dasar Alinea ke empat diperlukan pembinaan
secara terus menerus demi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial
secara utuh maka serta perlindungan dari segala hal yang bisa membahayakan mereka
dan bangsa dimasa depan.
Sebelum lebih jauh membahas pengertian perlindungan anak, terlebih dahuu
akan diuraikan pengertian tentang “anak” menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam pasal 1angka (1) yang
berbunyi:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan”.1
1 Tim Redaksi Fokusmedia, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak Edisi Lengkap (Cet. I; Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 3.
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Sedangkan pengertian anak menurut Undaang-undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka (2) merumuskan:
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
dan belum pernah kawin”.
Dalam penjelasannya menyebutkan:
“Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan
pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan
pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut”.
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa:
“Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia
dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi
kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan
untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku”.
Kembali ke pokok pembahasan dalam sub diatas yakni pengertian
perlindungan anak, perlindungan bisa berarti dukungan ataupun pembelaan yang
mengakibatkan rasa aman dan tentram bagi yang diberi perlindungan.
Secara umum yang dimaksud dengan perlindungan anak sebagaimana yng
disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal
sesuai dengn harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan anak juga bisa berarti segala upaya yang ditujukan untuk
mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak
perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental
maupun sosialnya.2
2 Sholeh Soeaidy, Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak (Cet. I; Jakarta: CV. Novindo
Pustaka Mandiri, 2001), h. 4.
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian
perlindungan anak adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan terhadap anak
dengan maksud memberikan jaminan dan melindungi serta mencegah terjadinya hal-
hal yang melanggar hak-hak anak baik secara fisik, mental maupun sosialnya, agar si
anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dimasa mendatang. Sebagai
gerakan nasional, upaya perlindungan anak melibatkan seluruh lapisan masyarakat
yang ada, baik keluarga, pemerintah, lembaga sosial masyarakat, organisasi sosial,
tokoh agama serta lembaga akademik dan para pakar untuk bersama-sama
mewujudkan anak yang teguh imannya, berpendidikan sehat dan mampu bersaing
serta menentukan masa depannya sendiri.
Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang
membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan
perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi
kelangsungan kegiataan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam
pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.3
B. Hak-Hak Anak
1. Hak Anak menurut Konvensi Hak Anak
Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak rasanya tidak dapat
dilaksanakan dengan pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak. Hak-hak anak
hanya dapat dipahami melalui penelusuran perundang-undangan yang mengatur
tentang hak-hak anak. Dilingkungan masyarakat internasional dikenal sebagai
3 Arif, Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), h.
43.
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“kesepakatan dunia” tentang hak-hak anak, antara lain misalnya: Deklarasi Jenewa
tentang hak-hak anak tahun 1924, Deklarasi Hak-hak anak dengan 10 asasnya tahun
1958, dan konvensi Hak Anak tahun 1989.4
Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang majelis umum
(general assembly) PBB ke-44, yang selanjutnya telah dituangkan dalam Revolusi
PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi hak anak ini merupakan
hukum internasional yang mengikat negara peserta, termasuk Indonesia.5
Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut
dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu.6
a. Hak terhadap kelangsungan hidup yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak anak
yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk
memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
Mengenai hak terdapat kelangsungan hidup didalam konvensi hak anak terdapat
pada pasal 6 yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin
kelangsungan hak hidup. Beberapa pasal yang relevan dengan hak kelangsungan
hidup itu, pasal-pasal tersebut mengenai hak anak yakni:
1) Pasal 8, mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi dan bilamana
perlu, memulihkan aspek dasar jati diri seorang anak.
2) Pasal 9, mengatur tentang hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali
kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingaan terbaiknya. Hak anak
untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya jika terpisah dari
salah satu atau keduanya.
3) Pasal 34, mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan
penganiayaan.
4) Pasal 38, mengatur tentang kewajiban negara untuk menghormati dan
menjamin dihormatinya undang-undang kemanusiaan yang berlaku bagi anak.
4 Romli, Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 85.
5 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak  dalam
Perspektif Konvensi Hak AnaK (Bandung: PT Citra Aditya, 1999), h. 33.
6 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam
Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 35.
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b. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang
meliputi hak perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Dalam konvensi
hak anak, dikemukakan atas 3 (tiga) kategori:
1) Pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi anak.
2) Pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak.
Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi anak
dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut ini:
1) Pasal 16, hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap
kehidupan pribadi.
2) Pasal 19, tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk
salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang
bertanggungjawab atas pengasuhan mereka.
c. Hak untuk tumbuh berkembang, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak
yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk
mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual,
moral dan spiritual anak.
Menurut pasal 28 ayat 1 konvensi anak, yang menyebutkan hak anak untuk
mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah kongkrit untuk
terselenggaranya hak terhadap pendidikan. Dengan demikian dapat dikualifikasi
beberapa hak untuk tumbuh berkembang yang terdapat dalam konvensi hak anak
yaitu:
1) Hak untuk memperoleh informasi.
2) Hak untuk memperoleh pendidikan.
3) Hak untuk bermain dan rekreasi.
4) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
5) Hak untuk kebebasan berfikir, berkarya, dan Bergama.
6) Hak untuk pengembangan kepribadian.
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7) Hak untuk memperoleh identitas.
8) Hak untuk didengar pendapatnya.
9) Hak atas keluarga.
d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang
meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang
mempengaruhi anak. Dalam pasal 12 konvensi hak anak diatur bahwa negara
peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat dan untuk memperoleh
pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal atau prosedur yang
menyangkut diri si anak.
2. Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Aank
Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin
pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani
maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, pasal 3 sampai dengan 5
mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:7
a. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, terdapat dalam pasal 2 ayat (3).
b. Hak atas perlindungan lingkungan hidup, terdapat dalam pasal 2 ayat (4).
c. Hak memperoleh bantuan, terdapat dalam pasal 5 ayat (1).
3. Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak mempunyai kedudukan
yang sangat trategis dalam bahasa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena
kondisinya sebagai anak maka perlu perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan
7 Darwan, Prinst. Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 79-80.
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berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya. Undang-undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan kewajiban
anak, sebagai berikut:
a. Hak hidup, tumbuh dan berkembang, terdapat dalam pasal 4.
b. Hak atas kewarganegaraan, terdapat dalam pasal 5.
c. Hak atas orang tua, terdapat dalam pasal 7 ayat (1).
d. Hak atas kesejahteraan sosial, terdapat dalam pasal 12.
e. Hak atas perlindungan, terdapat dalam pasal 13 ayat (1).
f. Hak atas memperoleh perlindungan dari ancaman, terdapat dalam pasal 15.
g. Hak atas perlindungan dan kebebasan sesuai dengan hukum, terdapat dalam pasal
16 ayat (1) dan (2).
h. Hak atas perlakuan secara manusiawi, terdapat dalam pasal 17 ayat (1) dan (2).
C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak
Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama, tetapi
juga kadang-kadang bertentangan. Untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata
kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-
ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang disebut dengan
hukum perlindungan anak.
Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih
dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat
secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.
Menurut Maidin Gultom prinsip perlindungan anak ada 3 (tiga) yaitu:
1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.
Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu
modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-
haknya anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya,
banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, negara dan
masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
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2. Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) .
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip
yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of
paramount importence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang
menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan
mengalami hambatan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena faktor
usia dan pengetahuannya yang rendah. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat
menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
3. Ancaman daur kehidupan (life circle approach)
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus
dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu
dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika
ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan
memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga terbatas dari berbagai
kemungkinan cacat dan penyakit.8
D. Sanksi Hukum Pencabulan Anak dalam Perundang-undangan yang Berlaku di
Indonesia.
Dari berbagai kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia yang bermacam
macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan
lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut menurut Komisi Nasional
Perlindungan Anak Indonesia rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar lima sampai
lima belas tahun.
Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang
dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak di bawah umur, ini menjadi suatu
8 Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Bandung; Refika Aditama, 2008), h.
39.
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polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu
tergantung pada proses hukumnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi
para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-
hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi
tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi
pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut :
1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana bagi pelaku
pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut :
Pasal 289:
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya
melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-
lamanya Sembilan tahun”.
Dari pasal 289 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah
umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama Sembilan tahun, akan
tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya
menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur
berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat
dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah
umur berarti dapat diatur dalam pasal ini
Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabualan terhadap anak di
bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan
atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat
yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 290:
a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
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b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya
atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau
kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.
c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya
diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak
jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawinin, untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar
perkawinan dengan orang lain.
Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di
bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap
anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya
pemenuhan hasrat seksual.
Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan
cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi
korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan
tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya
untuk mencabuli korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.
Pasal 292 ;
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama
kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, dihukum dengan
pidana penjara paling lama lima tahun”.
Pasal ini merupakan perlindungan bagi orang suka dengan sesama jenisnya,
misal homoseksual, lesbian, pasangan sesama jenis. Berdasarkan ketentuan pasal
tersebut, bukanlah solusi yang tepat untuk memberantas pasangan sesama jenis.
Walaupun dalam kenyataannya dilakukan oleh kedua belah pihak bersama-sama,
namun yang dijatuhi hukuman hanyalah seorang yang dianggap dewasa. Akan tetapi
bagi orang yang di bawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang
homoseksual atau lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangan masa
depannya.
Dan pencabulan homoseksual bukan dikategorikan sebagai perbuatan tindak
pidana. Di sisi lain yang menjadi keganjalan ialah diperbolehkannya melakukan
perbuatan homoseksual antara dua orang yang belum dewasa.
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Pada RUU KUHP Pasal 292 KUHP diambil alih dengan perubahan mengenai
ancaman hukuman pidana, yakni menjadi paling lama tujuh tahun dan paling rendah
satu tahun (Pasal 393 atau 14.17 RUU KUHP).
Sedangkan di penjelasan resmi RUU KUHP menjelaskan sebagai berikut :
“ Unsur-unsur lain dari pasal ini adalah bahwa perbuatan cabul dilakukan dengan
orang lain yang sesama kelamin. Pelaku mengetahui atau sepatutnya dapat
menduga bahwa orang lain sama kelamin itu dewasa ”.
Pasal 293 ;
a) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,
menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan
penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah
lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia
padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus
diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
b) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya
dilakukan kejahatan itu.
c) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-
masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
Ayat (1) pasal ini diambil alih oleh Pasal 394 (14.18) RUU KUHP dengan
tambahan “persetubuhan”.
Penjelasan resmi RUU KUHP terhadap pasal tersebut dirumuskan sebagai
berikut :
“Pasal ini hampir sama dengan Pasal 293 KUHP lama. Tindak pidana menurut
pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan
baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau
membiarkan terhadap diriya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak
pidana menggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan
memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lain
menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan
demikian menesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau digerakkan itu
haruslah belum dewasa atau dikatakan belum dewasa atau patut harus diduganya
bahwa orang itu belum dewasa. Tindak pidana ini adalah tindak pidana biasa dan
bukan tindak pidana aduan dan mengingat seriusnya dan oleh karenanya diadakan
minimum khusus”.
RUU KUHP tersebut terhadap kejahatan Pasal 293 KUHP, lebih tepat karena
lebih dapat diterima akalsehat bahwa kejahatan terhadap orang yang belum dewasa
merupakan tindak pidana biasa.
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Pasal 294 ;
"Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak
angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang
yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya
diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara".
Pasal itu ditujukan kepada orang tua yang mencabuli anak kandungnya yang
belum dewasa, kalau secara hukum perlu perlindungan dari orang tua. Menurut pasal
ini, perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan
khusus, yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik, atau dijaga. Ini
masuk dalam tindak pidana pedofilia karna melakukan persetubuhan
2 . Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.
Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut
undang-undang perlindungan anak ialah sebagai berikut :
Pasal 1 ayat (15a) ;
“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan /atau penelantaran,
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum”.9
Pasal 76D;
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
Pasal 76E;
“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.10
9 Undang-Undang Perlindungan Anak, (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Yogyakarta;
Pustaka Mahardika, 2015), h. 6.
10 Undang-Undang Perlindungan Anak, (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, h. 40.
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Pasal 81 ;
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 82;
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).11
Dalam KUHP pencabulan yang dilakukan oleh seseorang, wujud
perbuatannya adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa
seseorang, membujuk seseorang, memberi atau menjanjikan uang atau barang dengan
penyesatan, sengaja memudahkan dilakukannya perbuatan cabul, membiarkan
dilakukan perbuatan, bersetubuh di luar perkawinan.
Korban dari pencabulan adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya, belum
berumur 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya kawin, sesama kelamin, belum
dewasa, anak tiri, anaknya, anak angkat, anak di bawah pengawasannya. Sanksi
pencabulan mulai dari 9 (sembilan) tahun (Pasal 289), 7 (tujuh) tahun (Pasal 290,
294), 5 (lima) tahun (Pasal 292, 293 ayat (1), pasal 295 ayat (1 ke 1)), 4 (empat)
11 Undang-Undang Perlindungan Anak, (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, h. 44.
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tahun (Pasal 295 ayat  (1 ke 2)), selain itu pula pidananya dapat ditambah sepertiga,
kalau kejahatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian (Pasal 295 ayat (2)).
Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
pencabulan yang dilakukan oleh seseorang wujud perbuatannya adalah melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul. Korban dari pencabulan tersebut adalah anak-anak. Sanksi
yang diberikan dalam pasal ini adalah dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak dalam Perundang-
Undangan di Indonesia
Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di
bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan
jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, upaya
tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut :
1. Langkah-Langkah Pencegahan
Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya
pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang
telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan skripsi ini berarti upaya untuk mencegah
terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan
perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan
yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-
anak di bawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang
sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas
bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.
Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa
perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi
bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperihatinkan apabila anak-anak
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sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas,
kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh
kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami
hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya
proses kaderisasi bangsa. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat bersama pemerintah
dan penegak hukum saling berkerja sama bahu-membahu untuk menekan
peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga
serendah-rendahnya bahkan sampai kejahatan ini tidak ada lagi. Usaha-usaha yang
dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum
untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur
ialah sebagai berikut :
a. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, hal ini dapat dilakukan oleh
seluruh lapisan masyarakat bersama saling membahu untuk menjaga lingkungan
disekitarnya, sehingga kesempatan dan ruang gerak dari para calon pelaku
pencabulan menjadi sempit dan dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan
khususnya tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur.
b. Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau
memperbaiki penerang
c. Perbaikan daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan khususnya
pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan
dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas,
termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
d. Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsure pornografi yang
beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana
pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadinya karena melihat film atau
bacaan yang mengandung pornografi.
e. Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk
membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya, dikarenakan tokoh-
tokoh tersebut ialah sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan
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dimana tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh
ini berfungsi meningkatkan dan membimbing moralitas dan mentalitas masyarakat
agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau jahat. Apabila dalam hal ini
dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan mental dan moral masyarakat
menjadi baik dan angka peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di
bawah umur dapat berkurang semaksimal mungkin.
f. Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan
asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral.
Hal tersebut dapat berjalan dengan baik dengan didukungnya oleh peran aktif
seluruh unsur-unsur yang memegang kedudukan penting seperti orang tua, guru,
para tokoh agama atau masyarakat, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya.
g. Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua
dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian,
nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebaikannya dan
menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut
sangat diperlukan dalam proses pendewasaan anak serta anak dapat mengetahui
hal-hal apa yang baik bagi anak dan hal-hal apa yang buruk bagi anak.
Dari rincian usaha mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap
anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan
yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya
kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain
mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut
merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak
pidana. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi,
dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan
demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan
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untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi
kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangs dan Negara.12
2. Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.
Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum
telah berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di
bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau
perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa
dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan
tuntas kasus yang terlanjur terjadi.
Dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah
umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi
menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi
anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum
terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan
pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk
berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana
yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku
tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah
dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap
anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus
berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan
oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya. Langkah
penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan
para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak
di bawah umur ialah sebagai berikut :
12 Soerjono Soekanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata
(Cet; I, Jakarta: visimedia, 2008), Pasal 13 KUHAP.
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a. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus
kejahatan khususnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, apabila
tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di lingkungan
sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana
pencabulan terhadap anak di bawah umur segera mengadukan hal tersebut ke
aparat keamanan setempat. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya
mencegah pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebab terkadang tindak
pidana pencabulan terhadap anak, korbannya yang masih usia anak masih polos
dan lugu, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan
ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga
tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain. Peran masyarakatlah
khususnya pihak keluarga korban yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu
gejala atau tingkah laku yang aneh pada mental ataupun tubuh anak akibat
pencabulan, hendaknya segera melapor ke aparat keamanan setempat.
b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan
masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum
maupun keterangan saksi, agar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak
di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan,
sebab banyak kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi, para pelaku
seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang
menguatkan tersangka. Hal tersebut dapat dipahami, karena ketika terjadi
pencabulan terhadap anak di bawah umur selalu melakukan kejahatannya
ditempat yang sulit diketahui dan didengar oleh orang lain atau dengan kata lain
tertangkap tangan. Oleh sebab itu, kinerja, profesinalisme maupun mentalitas
dari pihak kepolisian sangat diharapkan dalam hal ini dalam mengungkap
kejahatan khususnya kasus-kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.
c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim” sesuai
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dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk
melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dimana jaksa diharapkan untuk
dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang
disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku pencabulan terhadap
anak di bawah umur agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan
pelaku.
d. Pihak kehakiman harus bekerja efisen dalam menjatuhkan hukuman yang benar-
benar setimpaldengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan
balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang
berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat mencabuli anak, dan supaya
korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta
demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat
dipertahankan.
e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan
masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika
terjadi pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak
seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan,
mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi
korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan
dikarenakan anak korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara
mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah
melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya
untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa
pencabulan yang dialaminya.
f. Media cetak maupun media elektonik dapat juga membantu proses
penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah
umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan
terhadap anak di bawah umur akan tetapi wajah maupun identitas korban
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disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi
kelangsungan masa depan korban, sehingga ruang gerak dari pelaku yang buron
menjadi sempit, dengan demikian polisi akan lebih mudah melacaknya serta
menangkapnya. Dalam hal ini juga, pihak aparat bisa bekerja sama dengan
pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang
diperkirakan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di
bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku tindak
pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur beserta memaparkan ancaman
hukumannya, ataupun dengan acara penyuluhan hokum tentang tindak pidana
tersebut di televisi dan lain-lain.
Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk
menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi
atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi
jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat
dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.
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BAB IV
TINJAUAN TERHADAP HUKUM ISLAM TENTANG
PENCABULAN ANAK
A. Tindak Pidana Hukum Islam
1. Pengertian Tindak Pidana Hukum Islam
Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan isilah Jarimah. yang
dimaksud dengan kata-kata jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang diancamkan
oleh Allah swt. dengan hukuman had atau ta’zir pengertian jarimah tersebut tidak
berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana dan delik pada hukum
pidana di Indonesia, para fuqaha sering menggunakan kata-kata jinayah untuk
jarimah. Semula pengertian jinayah ialah hasil perbuatan seseorang dan biasanya
dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja, dikalangan fuqaha yang dimaksud
dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan
itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya.1
Dalam literatur lain menyatakan pengertian jinayah atau jarimah tidak
berbeda dengan pengertian tindak  pidana  (peristiwa  pidana) delik  dalam  hukum
positif (pidana).  Sebagian  para  ahli  hukum  Islam  sering  menggunakan  kata-kata
jinayah untuk jarimah yang  diartikan  sebagai  perbuatan  seseorang  yang  dilarang
1 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.
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saja. Sedangkan  yang dimaksud dengan kata jinayah ialah perbuatan  yang dilarang
oleh syara’,  apakah  perbuatan  mengenai  jiwa  atau  benda  dan lainnya.2
Kata jinayah merupakan bentuk verbal (masdar) dari kata jana. Secara
etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan
perbuatan  dosa  atau  perbuatan  salah.3 Seperti  dalam  kalimat jana  'ala  qaumihi
jinayatan yang artinya “ ia  telah melakukan  kesalahan  terhadap  kaumnya”.  Kata
jana juga  berarti “memetik”, seperti dalam kalimat jana as-samarat yang artinya
"memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut janidan orang yang
dikenai  perbuatan  disebut mujna  alaih.  Kata jinayah dalam istilah hukum sering
disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminology kata jinayah
mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al Mawardi
bahwa jinayah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang
diancam dengan hukuman had atau ta’zir.4
Suatu perbuatan yang dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata
aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan kehidupan
anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan
pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.5 Dalam istilah lain kata
jarimah disebut juga jinayah yang mempunyai beberapa pengertian, seperti yang
diungkapkan Abdul Qadir Audah, pengertian jarimah ialah sautu istilah untuk
2 Rais Ahmad, Formulasi  Syari'at  Islam  dalam  Perspektif  Tata  Hukum  Indonesia (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2006), h. 123.
3 Makhrus  Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta:  Logung  Pustaka, 2004),
h. 1.
4 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), h. 9.
5 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 1.
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perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta
atau lainnya. Imam Al Mawardi memberikan definisi jarimah ialah perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh agama (syara’) yang diancam dengan hukuman had
atau ta’zir.
Hukum Kepidanaan dimaksud disebut jarimah. Jarimah terbagi tiga
penjelasan, yairtu:
1) Jarimah hudud. (kata hudud berasal dari bahasa arab) adalah bentuk jamak dari
kata had. Had secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain
Batasan atau defenisi, siksaan, ketentuan, atau hukum.
Had dalam pembahasan fikih (hukum Islam) adalah ketentuan tentang sanksi
terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, sedangkan menurut
syariat Islam yaitu ketetapan Allah swt. yang terdapat dalam Al-Qur’an dan kenyatan
yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tindak kejahatan yang dimaksud baik dilakukan
oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja dalam istilah dikenal
dengan istilah jarimah. Jarimah hudud adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh
seorang atau lebih seseorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had.
Jenis-jenis had yang terdapat di dalam syariat Islam yaitu raja, jilid atau dera,
potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan,
deportasi dan salib. Adapun jarimah-jarimah yaitu delik pidana yang pelakunya
diancam sanksi had yaitu zina (pelecehan seksual), qadsaf (tuduhan zina), sariqah
(pencurian), hirabah (penodongan, perampokan, teroris), bughat (pemberontakan
atau subversi) dan riddah/murtad (beralih atau pindah agama).6
6 Abdi Widjaja, Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat (Telah Konsep Hudud) (Cet. I;
Alauddin University press: 2013), h. 69-71.
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2) Jarimah ta’zir. Secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun
ta’zir dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat
mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had, dan tidak pula
harus membayar kaffarat dan diat.
Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan
ta’zir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk
zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai
satu nisab harta.
Jenis hukuman yang termasuk jarimah ta’zir antara lain hukuman penjara,
skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis
hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam
hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta’zir diserahkan
sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.
3) Qishash. Tindak pidana qishash diyat adalah tindak pidana yang berkaitan
dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu
membunuh atau melukai seseorang. Jarimah qishash diyat ini hukumnya
bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang
berlaku pada jarimah huhud. Di samping itu jarimah ini merupakan hak
perseorangan.
Adapun  pengertian jinayah,  para fuqaha menyatakan  bahwa lafal jinayah
yang  dimaksudkan di  sini ialah  setiap perbuatan  yang dilarang oleh syara’,  baik
perbuatan  itu  mengenai  jiwa,  harta  benda atau  lain-lainnya.  Sayyid  Sabiq
memberikan  definisi jinayah,  bahwa istilah jinayah menurut  syara' ialah setiap
perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut syara' ialah
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dilarang untuk melakukannya,  karena  adanya  bahaya  mengenai  agama,  jiwa,
akal, kehormatan atau harta benda. 7
Suatu  kejahatan adalah  perbuatan  yang  hanya  dilarang  oleh syari’at.
Dengan  kata  lain, melakukan  (commission)  atau  tidak  melakukan  (ommission)
suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari’at ialah
kejahatan.8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Hukum Islam
Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah ialah larangan syara’
yang diancam hukuman had atau hukuman ta’zir. Larangan tersebut adakalanya
berupa perbuatan yang ditegah atau meninggalkan yang disuruh. Juga telah
disebutkan bahwa dengan penyebutan kata-kata “syara”, dimaksudkan bahwa
larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara’. Karena
perintah-perintah dan larangan-larangan itu datang dari syara’ maka perintah-perintah
dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan pada orang yang berakal sehat dan
memahami pembebanan (taklif).9 Dapat dikatakan perbuatan tindak pidana apabila
unsur-unsurnya terpenuhi, unsur-unsur tindak pidana ada yang bersifat umum adapula
yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus artinya berlaku untuk semua tindak pidana
(jarimah), sementara unsur khusus beraku untuk tiap-tiap jarimah. Adapun yang
termasuk  dalam  unsur-unsur  umum jarimah adalah sebagai berikut:
a. Unsur Formal (Rukun Syar’i)
7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Cet.I; Jakarta: Sinar
Grafika, 2005), h. 9.
8 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan
Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20.
9 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 5.
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Adanya nash atau ketetapan yang menunjukan bahwa perbuatan itu sebagai
jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa
jarimah atau tindak pidana tidak terjadi apabila belum dinyatakan dalam nash. Jadi
penulis dapat simpukan bahwa yang dikatakan tindak pidana apabila terdapat  nash
atau ada aturan yang melarang (undang-undang).
b. Unsur Materiil (Rukun Maddi)
Unsur  materil  ialah adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar
telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik perbuatan nyata
maupun sikap tidak berbuat. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materil dapat
disebut sebagai tindak  pidana  (jarimah)  manakala  dalam  perbuatan  yang
dilakukan tersebut  terkandung  unsur  melawan  hukum.  Aspek  melawan  hukum
dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang
dihasilkan  dari  perbuatannya.  Meskipun  dalam  berbuat  untuk mewujudkan
niatnya  tersebut  belum  mencapai  hasil  akhir  sesuai  niat, tidak  selesainya
perbuatan,  namun  jika  dalam  perbuatan  yang  belum selesai tersebut telah
menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun
tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan
hukum.
c. Unsur Moral (Rukun Adabi)
Unsur moral ialah adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana.
Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang
telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar). Dengan demikian
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unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dapat dikenakan
atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.10
B. Anak Menurut Hukum Islam
Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang maha esa yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan
makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan
berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, Karena anak lahir dengan segala
kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf
kemanusiaan yang normal.11
Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :
a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus
b. Anak adalah sebagau potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan.
c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dai orang lain
Anak adalah subjek hukum dan masa depan keluarga, masyarakat dan negara
yang perlu dilindungi, dipelihara, dan ditumbuh kembangkan untuk mencapai
kesejahteraan. Pengabaian anak pada dasarnya adalah pengabaian masa depan
keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, mereka harus diberdayakan secara
optimal melalui penyediaan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka.
Sehubungan dengan itu, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi
dan diskriminasi adalah satu aspek penting dan perlu diberi perhatian serius.
Perlindungan anak amat perlu digalakkan oleh setiap biro, organisasi dan anggota
10 Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta, 2001), h. 8.
11 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak (Cet. II; Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010 ), h.
24.
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masyarakat agar memberi kontribusi terhadap perlindungan anak sebagai bentuk
tanggung jawab bersama.
Dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan makhluk yang lemah dan mulia,
yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah Swt. melalui proses
penciptaan. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan secara berperikemanusiaan
seperti diberi nafkah, baik dari segi fisik maupun rohani, sehingga nanti mereka
tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan mampu bertanggung jawab dalam
mensosialisasikan dan mengatualisasikan dirinya untuk mencapai keperluan hidupnya
di masa yang akan datang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah Swt.
kepada kedua orang tua, kepada masyarakat, bangsa dan Negara yang kelak akan
memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil a’lamin dan sebagai pewaris ajaran islam.
Pengertian ini berarti setiap anak yang dilahirkan mestilah disahkan, dipercayai, dan
dijamin sebagai pelaksanaan praktik yang diterima oleh dan dari pada orang tua,
masyarakat, bangsa dan Negara. Batasan mengenai pengertian anak yang belum
dewasa tidak didasarkan kepada segi umur, tetapi karena terdapat tanda-tanda
perubahan fisik (akil baligh), baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki.12
C. Pencabulan Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Pencabulan
Pencabulan berasal dari kata cabul yang disebut juga secara bahasa diartikan :
a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
12 Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial
(Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional) (Cet. I; Alauddin University Press, 2014), h. 27.
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c. Sesat, kufur.13
Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari
definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang
haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur.
Pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang
berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin.
Misalnya laki-laki yang meraba buah dada seorang  perempuan, menepuk pantat,
meraba-raba anggota kemaluan, oral seks atau mencabuli dan lain-lain.14
Dalam Tinjauan Fiqih  Jinayah, Islam memasukkan tindak pidana Pencabulan
ini kedalam kategori jarimah takzir. Yang  dimaksud  dengan jarimah takzir yaitu
suatu perbuatan atau tindak pidana yang hukumnya tidak ditentukan dalam  Al-Quran
dan Hadist yang berkaitan  dengan  tindak kejahatan yang  melanggar  hak Allah dan
hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan untuk
tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Karena hukum Islam tidak hanya
memandang pencabulan sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga di pandang
sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Pencabulan tidak bisa dikatakan zina
karena tidak adanya hubungan kelamin antara pelaku dan korban. Sedangkan
pedofilia sampai pada tingkat persetubuhan dan masuk kategori zina dan Pencabulan
adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang
keji, semua itu di dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman,
13 Ahmad Sya’bi, Kamus Al-Qalam (Surabaya: Halim, 1997), h. 187
14 Ahmad Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir (Surabaya:  Pustaka  Progresif,1997), h.
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meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Tapi tidak
sampai persetubuhan jadi pencabulan akan dikenakan jarimah takzir.15
Syari’at Islam merupakan piranti perlindungan anak dari tindak eksploitasi.
Hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat perlu
dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum
Islam dengan prinsip “Shalih li kulli zaman wa makan” dan prinsip “Al-Hukmu
yadarru ma’al illati wujudan wa ‘adaman” menghendaki dilakukannya analogi dan
intepertasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak
saat ini. Nilai transedental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan
kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran
agama dipahami dengan baik, maka akan disadari  pula  betapa  agama  tidak
menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan  keadilan,
pencegahan  kezaliman, dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah
sosial merupakan misi  kemanusiaan yang dibawa agama.16 Namun demikian, nilai-
nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai
dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.
Dengan  demikian  tindakan  pelaku  terhadap perbuatan  cabul  diatas
menurut hukum Islam masih tergolong percobaan melakukan jarimah. Dalam hukum
Islam  percobaan  melakukan  zina  atau  pra  zina  tidak  boleh  dihukum dengan
hukuman  yang  dijatuhkan  atas  perbuatan  zina sendiri  yaitu  jilid  dan rajam,
15 Ahmad  Djazuli, Fiqi  Jinayah  Upaya  Menanggulangi Kejahatan  dalam  Islam (Jakarta:
Bulan Bintang, 1996), h. 161.
16 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Bandung :
Graha Ilmu, 2009), h. 21.
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melainkan hukuman ta’zir. Teori  tentang jarimah ‚”percobaan” tidak  kita  dapati
dikalangan fuqoha,  istilah  ‚percobaan‛ dengan  pengertian  teknis  yuridis  juga
tidak dikenal oleh mereka apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara
jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Tidak adanya
pengertian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan karena dua hal:
a. Percobaan  melakukan jarimah tidak  dikenakan  hukuman had atau qisas,
melainkan dengan hukuman ta’zir, bagaimanapun juga macamnya jarimah itu.
Para fuqoha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada jarimah hudud dan
qi’as-diyat,  karena unsur-unsur dan  syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami
perubahan dan hukumannya juga sudah ditentukan jumlahnya dan tidak boleh
dikurangi dan dilebihkan.17
b. Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara’ tentang hukuman
jarimah ta’zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan,
sebab hukum ta’zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang
tidak dikenakan hukuman had atau kifarat.
2. Hukum Pencabulan
Pencabulan  anak  dibawah  umur  bisa dimasukkan  kategori jarimah takzir,
karena hukum Islam tidak hanya memandangnya sebagai pelanggaran hak
perorangan tetapi  juga  di  pandang  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak masyarakat.
Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri
sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan
alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual
17 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 134.
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terhadap anak tapi tidak pada tingkat persetubuhan melainkan cuman merayu dan
meraba dan tidak dikategorikan perbuatan zina melainankan dikenakan hukuman
takzir. Dan pedofilia adalah seseorang yang memiliki gangguan kelainan jiwa yang
ingin melampiaskan nafsu seksualnya terhadap anak di bawah umur sampai pada
tingkat persetubuhan dan dikatakan kategori zina. Sebagaimana firman Allah swt.
yang terdapat dalam Q.S Al-Isrā’, ayat: 32.
              
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.18
Menurut pengamatan Ulama' al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata
janganlah mendekati seperti ayat, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu
yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian,
larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam
rayuan sesuatu yang berpotensi pada kepada langkah melakukannya, seperti
perbuatan cabul dekat dengan perbuatan perzinahan. Sebagaimana dalam syariat
Islam terdapat suatu kaidah mengenai prinsip keharaman yang berbunyi.
 ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِّﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ﺎَﻤُﮭْﻨَﻋ ُ ﱠ  َﻲِﺿَر ٍﺮﯿِﺸَﺑ َﻦْﺑ َنﺎَﻤْﻌﱡﻨﻟا ُﺖْﻌِﻤَﺳ ﱠﻲِﺒْﻌﱠﺸﻟا ُﺖْﻌِﻤَﺳ
 ﱠﻠَﺳَو ِﻦْﺑ ِنﺎَﻤْﻌﱡﻨﻟا ْﻦَﻋ ِّﻲِﺒْﻌﱠﺸﻟا ْﻦَﻋ َةَوْﺮَﻓ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ ُنﺎَﯿْﻔُﺳ ﺎَﻧَﺮَﺒَْﺧأ ٍﺮﯿِﺜَﻛ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ َﻢ
 ٌﻦِّﯿَﺑ ُماَﺮَﺤْﻟاَو ٌﻦِّﯿَﺑ ُلَﻼَﺤْﻟا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا َلﺎَﻗ َلﺎَﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُ ﱠ  َﻲِﺿَر ٍﺮﯿِﺸَﺑ
 َﻨْﯿَﺑَو ْﻦَﻣَو َكَْﺮَﺗأ َنﺎََﺒﺘْﺳا ﺎَﻤِﻟ َنﺎَﻛ ِﻢْﺛ ِْﻹا ْﻦِﻣ ِﮫَْﯿﻠَﻋ َﮫِّﺒُﺷ ﺎَﻣ َكََﺮﺗ ْﻦَﻤَﻓ ٌﺔَِﮭَﺒﺘْﺸُﻣ ٌرﻮُُﻣأ ﺎَﻤُﮭ
 ْﻦَﻣ ِ ﱠ  ﻰَﻤِﺣ ﻲِﺻﺎَﻌَﻤْﻟاَو َنﺎََﺒﺘْﺳا ﺎَﻣ َﻊِﻗاَُﻮﯾ َْنأ َﻚَﺷَْوأ ِﻢْﺛ ِْﻹا ْﻦِﻣ ِﮫِﯿﻓ ﱡﻚُﺸَﯾ ﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ َأََﺮﺘْﺟا
 ْﻟا َلْﻮَﺣ َْﻊﺗْﺮَﯾ ُﮫَِﻌﻗاَُﻮﯾ َْنأ ُﻚِﺷُﻮﯾ ﻰَﻤِﺤ.) ا هاورﺎﺨﺒﻟىر(
18 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285
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Artinya:
dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah
bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang
haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat
(samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena
khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas
keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka
dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat
adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan
Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut". (Hadits
Riwayat, Al-Bukhari).19
Oleh sebab itu semua yang menjadi pendahuluan untuk mendekatinya adalah
dilarang, seperti mencium, meraba dan segala perbuatan yang dapat mendekati zina.
Allah swt telah melarang hambanya untuk mendekati zina, serta segala hal yang
dapat menyebabkan dekat dengan perbuatan zina. Dan semua itu demi keutamaan
manusia, karena sangat berbahaya. Maka dari itu perilaku seksual yang termasuk
perbuatan cabul dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam. Sebagian fuqahā’ ada
yang mendefinisikan zina sebagai persenggamaan yang dilakukan seorang laki-laki
terhadap perempuan pada vaginanya perempuan tersebut bukan miliknya atau bukan
karena adanya keserupaan milik (syubhat al-milk). Para fuqaha’(ahli hukum Islam)
mengartikan bahwa zina yaitu melakukan hubungan seksual dengan cara
memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram,
bukan karena subhat dan atas dasar syahwat.20
19 Abu Ahmad As Sidokare, Kitab Shahih Bukhari, dalam Hadis Pustaka Pribadi, (CD ROOM),
2009, hadis no. 1910.
20 Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2002), h. 106.
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Perzinahan ialah persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang
pria dan wanita di luar nikah yang tidak sah, dan keduanya mengetahui bahwa
perbuatan itu dilarang keras oleh agama. Ibn Rusyd mendefinisikan zina sebagai
persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan
bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan zina yang mewajibkan hukuman
ada yang mendefinisikan memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya kedalam
kemaluan perempuan.21
Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa pendapat di atas,
dapat dijelaskan bahwa hakikat yang merupakan kriteria dari perzinahan yaitu :
a. Zina itu perbuatan memasukkan apa yang bernama alat kelamin laki-laki atau
zakar ke dalam alat kelamin perempuan. Maksudnya apa saja yang dimasukkan
selain dari zakar tidak disebut zina, begitu pula memasukkan zakar ke lubang
mana saja dari tubuh perempuan selain vagina tidak disebut zina.
b. Perbuatan hubungan kelamin itu pada hakikatnya adalah haram. Hal ini
mengandung arti bila keharamannnya itu dikarenakan faktor luar atau keadaan,
tidak disebut zina. Umpamanya suami haram melakukan hubungan kelamin
dengan isterinya yang sedang menstruasi. Keharaman di sini bukan karena
substansinya tetapi karena faktor luar.
c. Perbuatan hubungan kelamin itu pada dasarnya secara alamiah disenangi, yaitu
dengan manusia yang hidup. Hal ini berarti hubungan kelamin dengan mayat dan
hewan tidak disebut zina.22
21 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.
22 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 276.
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d. Perbuatan hubungan kelamin itu disebut zina dengan segala akibat hukumnya bila
pada perbuatan itu telah bebas dari segala kemungkinan kesamaran atau subhat,
seperti bersetubuh dengan perempuan yang diyakini sebagai isterinya, akan tetapi
justru orang lain.
Adapun perbuatan zina yang dapat dikenai hukuman, apabila perbuatan itu
memenuhi dua unsur zina, sebagai berikut :
a. Persetubuhan yang diharamkan
Persetubuhan yang dianggap zinaadalah persetubuhan dalam farji (vagina).
Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (kasyafah) telah masuk ke
dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalan
antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama
penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.
Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah
persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila
persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan
maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya
itu diharamkan karena suatu sebab. Misalnya, menyetubuhi istri yang sedang haid,
nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan itu semuanya dilarang, tetapi
tidak dianggap sebagai zina.
Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka
tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong
kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta‘zīr, walaupun
perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadzah
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(memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau
sentuhan-sentuhan diluar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga
merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti ciuman,
berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur
bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang
merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus
dikenai hukuman ta‘zīr.23
b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum
Sedangkan unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku
yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu
perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah
wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan
suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang
dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seorang
laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sudah punya suami tapi dirahasiakan
kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan
tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-
benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami
terdahulu.
Melawan hukum atau sengaja berbuat ini harus disertai dengan melakukan
perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan
hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu.
Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum
23 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 8-9.
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itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contoh seperti seseorang
yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia
memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan
dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada
saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.
Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada
prinsipnya di Negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima sebagai
alasan untuk dihapuskannya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila
seseorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka
alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak dapat
menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah dilakukannya.
Akan tetapi, para fuqoha membolehkan penggunaan alasan tidak tahu hukum dari
orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya,
seorang muslim yang baru saja menyatakan keislamannya tetapi lingkungan tempat
tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit  baginya untuk mempelajari
hukumhukum Islam. Atau contoh lain seperti orang yang gila kemudian sembuh
tetapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum
sempurna, ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum.
Apabila seseorang mengaku tidak tahu tentang fasid atau batalnya suatu
pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa diangap sebagai zina,
sebagaian ulama berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima,
karena itu bisa mengakibatkan gugurnya hukuman had. Itu merupakan kewajiban
setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh syara. Akan
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tetapi, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa alasantidak tahunya itu bisa
diterima, dengan alasan bahwa untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan
kadang-kadang hal itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian,
menurut pendapat yang kedua tidak tahu hukum tersebut merupakan subhat atau
keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada diantara dua ketentuan
hukum,yaitu dilarang atau tidak yang dapat menggugurkan hukuman had, tetapi tidak
membebaskannya dari hukuman ta‘zīr.
D. Sanksi Hukum Pencabulan dalam Hukum Islam
Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu
memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga
bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yag buruk
terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya.
Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat
umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman.
Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh
seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.
Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah salah satu objek
penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga
oleh orang tua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Secara umum
diakui bahwa kejahatan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik dari
lingkungan  sekolah karena tuntutan guru dalam pencapaian prestasi, maupun dari
lingkungan masyarakat luas. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap
lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan
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terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang
dewasa maupun anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-
anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini
dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti
bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai
keberanian untuk menolak keinginan pelaku.24
Melihat pada proporsi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk kekerasan
seksual, adalah sebagai hasil interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud
memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita sering melihat
bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya
itu. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun
tidak langsung. Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai korban, kita juga
dapat melihat bahwa korban adalah sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan
kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku kejahatan. Sehuungan dengan itu,
untuk mencerahkn permasalahan, manusia dituntut ikut serta berperan dalam
melindungi anak khususnya anak-anak yang masih dibawah umur. Islam pun
memberikan jalan keluar terhadap berbagai masalah termasuk mengurus dan
melindungi orang yang tidak cakap hukum. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam
Q.S At-Taubah (9): 71.
                 
Terjemahnya:
24 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track System Dan
Implementasinya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.
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“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”.25
Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan
berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.
Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang
kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan,
perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.
Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak
korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari aparat penegak hukum dalam
menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap
anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana) telah termasuk aturan hukum tentang pencabulan. Semakin
meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan
instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara
mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang
bersifat preventif dan represif. Oleh karena itu pemerintah menindak lanjuti hal
tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, yang menjelaskan tentang anak adalah amanah sekaligus karunia
Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat
harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
Penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan anak seharusnya hakim
memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik
aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat
25 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h.
198
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memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut
maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku
kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta
ketertiban dalam masyarakat. Di samping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan
efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa
mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena
suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu
alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-
undangan pidana bukanlah sekedar masalah tehnis perundang-undangan semata,
melainkan ia bagian yang tidak terpishkan dari substansi atau materi perundang-
undangan itu sendiri.26
Ketentuan hukum Islam yang prinsip dasarnya dalam Alqur’an dan Hadis
tersebut, mulai dari persoalan yang terkecil sampai yang terbesar merupakan satu
kesatuan yang utuh dan dapat di laksanakan Selama tidak bertentangan dengan
prinsip dasar tersebut. Oleh karena itu, dalam membicarakan masalah yang terjadi
ditengah-tengah masyarakat, maka wajarlah hukum Islam itu dipandag sebagai suatu
sistem hukum yang sangat sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Memang
hukum Islam mengakui bahwa setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk
menyalurkan hubungan seksnya terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, hukum Islam
melalui Alqur’an dan Hadis mengatur penyaluran kebutuhan biologis itu melalui
lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan bukan hanya sekedar untuk memberikan
informasi tentang lahirnya sebuah rumah tangga dalam masyarakat, akan tetapi
26 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 98.
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perkawinan itu bertujuan untuk memelihara garis keturunan dan anak-anak yang lahir
terpelihara dan terbina dengan baik dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua
atau walinya. Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa perkawinan
mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individu, keluarga dan
masyarakat. Itulah sebabnya Islam menganjurkan perkawinan dan menentang seluruh
bentuk penyaluran seks diluar ketentuan-ketentuan hukum.
Inilah yang menyebabkan Islam melarang hubungan seks dengan lawan jenis
secara bebas. Walaupun Islam menyediakan sarana untuk penyaluran nafsu seksnya
melalui lembaaga perkawinan, namun masih banyak ditemukan penyimpangan-
penyimpangan seksual, misalnya berupa perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan
cabul lainnya. Ini terjadi disebabkan berbagai faktor, seperti faktor lingkungan sosial,
faktor ekonomi atau kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Dengan
demikian, masalah yang diketengahkan dalam tulisan ini adalah bagaimana sanksi
hukum dari pelaku perbuatan cabul.27
Sanksi hukumnya perbuatan cabul merupakan jarimah, karenanya diancam
dengan hukuman had atau hukuman ta’zir. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw.
bersabda yang berbunyi.
 َﻤْﻌَﻣ ْﻦَﻋ ِقا ﱠز ﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ اُﻮﻟﺎَﻗ ٍﺪِﺣاَو ُﺮْﯿَﻏَو ﱡﻲِﻧﺎَﻌْﻨ ﱠﺼﻟا ﻰَﻠَْﻋْﻷا ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ﺎََﻨﺛﱠﺪَﺣ ٍﺮ
 ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ  ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ َلﺎَﻗ ٍﺲََﻧأ ْﻦَﻋ ٍﺖِﺑَﺎﺛ ْﻦَﻋ ٍءْﻲَﺷ ﻲِﻓ ُﺶُْﺤﻔْﻟا َنﺎَﻛ ﺎَﻣ َﻢﱠﻠَﺳَو
 ُﮫَﻧاَز ﱠﻻِإ ٍءْﻲَﺷ ﻲِﻓ ُءﺎَﯿَﺤْﻟا َنﺎَﻛ ﺎَﻣَو ُﮫَﻧﺎَﺷ ﱠِﻻإ.) ﺎﻣ ﻦﺑ ا هاور ّﮫﺟ(
Artinya:
27 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Cet. II; Jakarta: PT.
Pustaka Firdaus, 1996), h. 78.
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Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani dan yang lainnya menceritakan
kepada kami dan mereka berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari
Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak
ada perkataan/ perbuatan keji pada sesuatu kecaali ia akan membuatnya buruk
dan aib, dan tidak ada (unsur) malu pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya'.
“Hadits Riwayat, Ibnu Majah (4185).28
Kata fahisah dalam hadis ini mengandung makna suatu perbuatan keji dan
perbuatan tersebut sangat hina dimata masyarakat atau perbuatan asusila dan
pelakunya mendapat dosa besar. Perbuatan cabul masuk kategori perbuatan keji,
maka ancaman hukumnya bisa berupa hukuman ta’zir dan bisa berupa hukuman had.
Kategori hukuman pertama diberikan kepada orang yang melakukan dan belum
sampai melakukan senggama. Sedang kategori kedua diberikan atau dikenakan
kepada orang yang melakukan perbuatan cabul dan telah melakukan senggama.29
Hukuman ta’zir yang dikenakan kepada pelaku perbuatan cabul dapat
berbeda-beda menurut berat ringannya perbuatan yang dilakukan, misalnya ada
pelaku perbuatan cabul yang hanya cukup diberi peringatan dan ada yang harus
dimasukkan dalam penjara bahkan ada yang harus dihukum mati. Hukuman had
dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan cabul yang telah sampai
melakukan senggama Allah berfirman dalam Q.S An-Nuur (24) ayat 2:
                     
                   
Terjemahnya:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu
28 Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Kampung Sunnah, dalam  Hadis  Sahih Sunan
Tirmdizi, (CD ROOM), 2009, hadis no. 1974.
29 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 79
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beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. 30
Menurut Al-Qurtubi, ayat ini mengandung hukum-hukum untuk menjamin
kehormatan diri dan nama baik (keluarga). Hukum zina dalam ayat di atas adalah
dera seratus kali, hukuman ini dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari
kerusakan dan kehancuran, disebabkan karena hilangnya rasa malu dan harga diri.
Karena tujuan menjatuhkan hukm dalam hukum pidana Islam adalah pencegahan (al-
Islah wat-tahdzib).31




Hukuman pertama dikenakan kepada pelaku zina yang masih bujangan,
sedang kategori pertama dan tiga dikenakan kepada pelaku zina yang sudah pernah
kawin. Sebab kejahatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang
sudah pernah kawin jauh lebih buruk daripada kejahatan yang dilakukan oleh seorang
laki-laki dengan perempuan yang masih gadis. Hukuman seberat itu diberikan kepada
mereka yang sudah pernah kawin, karena mereka mempunyai sarana untuk
menyalurkan nafsu seks. Adapun hukuman diasingkan terjadi perbedaan pendapat
ulama, Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaku zina yang masih bujangan
hukumannya dera seratus kali dan tidak dibuang. Sedang menurut malik, syafi’i dan
30 Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h.
350.
31 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.
255.
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Ahmad bahwa hukuman bagi pezina yang masih bujangan didera seratus kali dan
dibuang selama satu tahun.32
Bagi seseorang yang dipaksa melakukan perbuatan zina, menurut Jumhur
ulama tidaklah dilaksanakan had baginya. Akan tetapi jika salah satu diantaranya
dipaksa atau terpaksa melakukan zina, hukuman itu tidak dibebankan kepada kedua-
duanya, tetapi hanya kepada pemaksa saja. Bila perbuatan cabul dilihat dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul
meliputi, pasal 281, 284, 285, 289, dan 290. Dalam pasal-pasal itu bagi pelaku
perbuatan cabul akan diancam dengan pidana penjara mulai dari 8 (delapan) bulan
sampai selama-lamanya. Hukuman ini jika dibandingkan dengan hukuman yang
diatur dalam hukum pidana Islam maka tampaklah ada perbedaan dan persamaannya,
sehingga diketahui bahwa hukum pidana Islam itu lebih luas dibanding dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.33
Perbuatan cabul merupakan perbuatan keji, melawan hukum dan
berhubungan dengan nafsu seksual. Karena itu, dalam hukum Islam perbuatan cabul
digolongkan pada perbuatan asusila dan dosa besar, maka ancaman bagi pelakunya
adalah hukuman ta’zir atau hukuman had. Hukuman ta’zir dikenakan kepada pelaku
perbuatan cabul yang baru pada tingkat merayu dan meraba belum sampai pada
persetubuhan. Sedangkan hukuman had dikenakan kepada orang yang melakukan
perbuatan cabul yang sudah sampai pada tingkat persetubuhan.
32 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 256
33 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamiy Adilatuhu, Juz V (Beirut: Daral-Fikr, 1989), h. 400.
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Dengan  demikian  tindakan  pelaku  terhadap  perbuatan  cabul  diatas
menurut hukum Islam masih tergolong percobaan melakukan jarimah. Dalam hukum
Islam  percobaan  melakukan  zina  atau  pra  zina  tidak  boleh  di hukum dengan






Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya dari bab I sampai bab IV
disimpulkan sebagai berikut:
1. Pencabulan yaitu segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan
pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang
berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat
merangsang nafsu seksual. Sedangkan pedofilia yaitu suatu penyakit
kejiwaan dimana seseorang mempunyai penyimpangan seksual yakni
mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak-anak. ada beberapa
faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak yaitu: faktor
lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media, faktor
kejiwaan atau psikologi. Disebabkan karna pergaulan bebas serta
perkembangan zaman yang modern yang cara pakaiannya kurang menutupi
auratnya, perekonomian yang semakin meningkat dan pengaruh media
sosial serta adanya gangguan kejiwaan terhadap pelaku. Semakin
meningkatnya kejatahan di Indonesia maka perlu adanya pengawasan yang
ketat terhadap anak-anak karna semakin maraknya kasus pencabulan anak.
Serta pencabulan anak adalah wujud perbuatan yang melanggar asusila
yang dilakukan kepada anak (seseorang yang telah mencapai umur 12
tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah).
2. Dalam perundang-undangan di Indonesia pencabulan anak masuk dalam
Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
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bahwa pencabulan anak atau bisa dikatakan sebagai kekerasan anak, yang
terdapat dalam pasal 1 ayat (15a) yang berbunyi kekerasan adalah setiap
perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesensaraan atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum. Terdapat juga dalam pasal 76E
mengatakan bahwa pencabulan yang dilakukan oleh seseorang wujud
perbuatannya adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul. Dan sanksi bagi pelaku pencabulan terdapat pada pasal 82
yaitu; 1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali,
pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kepedidikan, maka pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Dan Pasal 294 KUHP ”Barangsiapa melakukan perbuatan cabul
dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah
pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum
dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan
kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara".
Ini sudah termasuk dalam tindak pidana pencabulan anak dan pedofilia.
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3. Hukum Islam bahwasanya pencabulan digolongkan pada perbuatan asusila
dan dosa besar. ancaman bagi pelakunya adalah hukuman ta’zir atau
hukuman had, yang dimaksud dengan hukuman ta’zir hukuman yang
dikenakan kepada pelaku perbuatan cabul yang baru pada tingkat merayu
dan meraba belum sampai pada persetubuhan. Sedangkan hukuman had
dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan cabul yang sudah
sampai pada tingkat persetubuhan maka akan dikenakan hukuman jarimah
ta’zir, Hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta’zir diserahkan
sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Pencabulan  anak  dibawah
umur  bisa  dimasukkan  kategori jarimah takzir, karena Pencabulan anak
belum pada tingkat persetubuhan melainkan cuman merayu dan meraba
dan  tidak dikategorikan perbuatan zina melainankan dikenakan hukuman
takzir. Dan pedofilia adalah seseorang yang memiliki gangguan kelainan
jiwa yang ingin melampiaskan nafsu seksualnya terhadap anak di bawah
umur sampai pada tingkat persetubuhan dan dikatakan kategori zina.
B. Implikasi
1. semoga peneliti berikutnya dapat mengembangkan lagi mengenai
pencabulan anak secara luas.
2. Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bahwasanya perlunya penjagaan
orang tua agar anak-anak terhindar dari kejahatan pencabulan yang
mengakibatkan anak tidak bisa meneruskan cita-citanya karna mental dan
fisiknya terganggu.
3. Hasil penelitian ini dapat memutuskan agar kiranya keputusan yang harus
dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap
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